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ABSTRAK 

Studi ini mengkaji masalah tumpang tindih kepemilikan 

tanah yang disebabkan oleh penerbitan sertipikat ganda, 

dengan studi kasus di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kota 

Semarang. Kasus yang melibatkan Wiwik Lestari dan 

Rubiasih menunjukkan penerbitan dua sertipikat hak milik 

atas bidang tanah yang sama oleh Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang bertanggung 

jawab atas munculnya tumpang tindih tersebut, serta untuk 

mengevaluasi metode yang dapat diterima dan efisien untuk 

menyelesaikannya secara adil dan menyeluruh. Data 

dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, 

dan wawancara dengan pihak terkait. Metode yuridis 

empiris, yang menggunakan pendekatan statuter, kasus, 

dan komparatif, digunakan untuk mengumpulkan data 

secara objektif dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kesalahan administrasi, kekurangan pengawasan, 

dan ketidaksesuaian data fisik dan yuridis adalah penyebab 

tumpang tindih. Proses litigasi di PTUN Semarang 
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menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan harus 

direformasi. Studi ini menyarankan digitalisasi sistem 

pendaftaran tanah dan penguatan mediasi untuk mencegah 

dan menyelesaikan sengketa pertanahan. Studi ini 

menekankan betapa pentingnya memiliki kepastian hukum 

tentang kepemilikan tanah untuk meningkatkan stabilitas 

sosial, keamanan investasi, dan pertumbuhan berkelanjutan 

di daerah. Implikasi dari temuan ini juga relevan bagi 

pembuat kebijakan dan akademisi dalam memperbaiki 

sistem pertanahan nasional secara efektif dan berorientasi 

jangka panjang. 

 

Kata kunci: tumpang tindih tanah, sertipikat ganda, 

kepemilikan tanah, Muktiharjo Kidul, kepastian hukum. 

 

PENDAHULUAN 

Tanah merupakan sumber utama bagi berbagai kegiatan 

produktif seperti pertanian, peternakan, dan pembangunan 

infrastruktur. Tanah yang subur dan strategis memungkinkan 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, membangun 

rumah, dan mengembangkan usaha yang mendukung 

perekonomian. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, 

tanah juga menyediakan ruang bagi manusia untuk 

beraktivitas dan beristirahat. Karena ketersediaannya yang 

terbatas dan permintaan yang terus meningkat seiring 

pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota, tanah 

memiliki nilai investasi yang tinggi. Oleh karena itu, 

pengelolaan tanah yang bijaksana sangat penting untuk 

memaksimalkan manfaatnya dan mempertahankannya bagi 

generasi sekarang dan yang akan datang1231. 

Bagi masyarakat agraris seperti Indonesia, tanah bukan 

sekadar objek ekonomi, melainkan mengandung nilai-nilai 

sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang sangat dalam. 

                                                           
1231

 Jurnal Jaksa. (2023). Reformasi Agraria dan Peran Tanah 
sebagai Modal Ekonomi di Indonesia. 
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Secara sosial, tanah berfungsi sebagai sumber utama 

penghidupan yang mengikat masyarakat dalam hubungan 

kolektif dan gotong royong, di mana kepemilikan dan 

pengelolaan tanah sering kali bersifat komunal, yang 

melambangkan status sosial dan identitas masyarakat. 

Secara budaya, tanah dan kegiatan pertanian sangat terkait 

erat dengan tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan secara 

turun-temurun, seperti penghormatan terhadap alam, kerja 

keras, ketekunan, dan pelestarian lingkungan melalui praktik 

pertanian yang selaras dengan alam, seperti yang tercermin 

dalam budaya pertanian Jawa, misalnya. Nilai ekonomi 

tanah juga signifikan, karena tanah pertanian merupakan 

modal utama untuk produksi pangan dan sumber 

pendapatan bagi masyarakat, dengan nilai ekonomi yang 

dinilai berdasarkan kesuburan dan hasil panen yang 

dihasilkan, seperti tingginya nilai ekonomi komoditas cabai di 

daerah tertentu.1232 Lebih jauh, dari perspektif agama, tanah 

dipandang sebagai pemberian dari kekuatan supranatural 

dan milik bersama yang harus dikelola dengan rasa 

tanggung jawab dan kesadaran spiritual, sebagaimana 

tercermin dalam konsep-konsep keagamaan komunal yang 

mendasari hukum adat dan Undang-Undang Pokok Agraria 

di Indonesia.  

Pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting 

karena menjadi landasan utama dalam memberikan 

kepastian hukum kepada pemilik tanah. Melalui pendaftaran, 

status kepemilikan tanah dapat dibuktikan secara resmi dan 

tercatat di instansi terkait, sehingga dapat mengurangi risiko 

sengketa atau klaim ganda atas tanah tersebut. Selain itu, 

pendaftaran tanah memberikan perlindungan hukum yang 

kuat kepada pemilik karena hak-haknya diakui secara 

hukum dan dapat ditegakkan jika terjadi konflik. Hal ini tidak 

                                                           
1232

 Jurnal JISA – Jurnal Ilmu Sosial dan Agama. (2022). Nilai 
Sosial dan Budaya dalam Kepemilikan Tanah oleh Masyarakat 
Adat. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 
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hanya memberikan rasa aman bagi pemilik tanah, tetapi juga 

menciptakan iklim investasi yang kondusif karena kepastian 

hukum atas aset tanah merupakan faktor kunci dalam 

pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daerah.  

Masalah tumpang tindih hak atas tanah merupakan 

masalah yang sering terjadi dan menjadi sumber konflik di 

berbagai daerah. Salah satu penyebab utama terjadinya 

tumpang tindih ini adalah penerbitan lebih dari satu sertipikat 

untuk satu bidang tanah yang sama. Kondisi ini dapat terjadi 

karena beberapa faktor, seperti kesalahan administrasi, 

kurangnya koordinasi antar instansi terkait, atau manipulasi 

dokumen oleh pihak tertentu. Apabila satu bidang tanah 

yang sama diterbitkan dua sertipikat atau lebih, maka 

kepemilikannya menjadi tidak jelas sehingga dapat 

menimbulkan sengketa antar pemegang sertipikat. Kondisi 

ini tidak hanya merugikan pemilik tanah yang sah, tetapi juga 

menghambat proses pembangunan dan investasi karena 

adanya ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah1233.  

Kondisi ini berujung pada sengketa yang kompleks 

antarpihak, di mana klaim dan kepentingan yang tumpang 

tindih menciptakan ketegangan dan pertikaian yang sulit 

diselesaikan secara damai. Ketidakpastian hukum menjadi 

faktor utama yang memperburuk situasi, karena kurangnya 

kepastian atau kejelasan mengenai status hukum tanah atau 

wilayah yang disengketakan membuat pihak-pihak yang 

terlibat merasa dirugikan dan tidak dilindungi secara hukum. 

Kondisi ini memicu potensi konflik horizontal, yang merujuk 

pada konflik di antara kelompok-kelompok sosial yang relatif 

setara, yang sering kali mengakibatkan ketegangan sosial 

dan bahkan tindakan anarkis. Konflik horizontal biasanya 

muncul dari kesalahpahaman, perselisihan tentang 

pengelolaan wilayah, dan masalah administratif yang terkait 

dengan garis batas atau hak atas tanah. Jika tidak segera 

                                                           
1233

 Dinas Pertanahan Kota Semarang. (2022). Laporan Tahunan 
Permasalahan Pertanahan di Kota Semarang. 



 

 
 

1599 Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1 

ditangani melalui mekanisme penyelesaian yang efektif, 

seperti mediasi atau bantuan hukum, konflik ini dapat 

meningkat dan menyebar ke lapisan masyarakat yang lebih 

luas, mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan 

daerah1234.  

Masalah kelangkaan lahan di wilayah perkotaan seperti 

Kota Semarang merupakan fenomena yang semakin 

kompleks dan mendesak untuk segera diatasi. Sebagai 

pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan yang 

signifikan di Indonesia, Kota Semarang menghadapi 

peningkatan permintaan lahan yang signifikan setiap 

tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi 

yang terus berlanjut, serta pembangunan infrastruktur dan 

fasilitas umum telah menyebabkan ketersediaan lahan 

semakin berkurang. Situasi ini memicu persaingan yang 

ketat dalam pemanfaatan ruang, yang mengakibatkan 

melonjaknya harga tanah dan semakin sulitnya akses 

terhadap tanah bagi masyarakat, terutama bagi kelompok 

berpenghasilan rendah. Selain itu, kelangkaan lahan 

berdampak buruk pada kualitas lingkungan dan 

perencanaan tata ruang kota, yang dicontohkan oleh 

berkurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya risiko 

banjir akibat perubahan penggunaan lahan1235.  

Di Kecamatan Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, terjadi 

kasus tumpang tindih sertipikat hak milik antara Wiwik 

Lestari dan Rubiasih yang berujung pada sengketa di 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Kasus 

ini bermula ketika Wiwik Lestari, pemegang sertipikat Hak 

Milik Nomor 692/Muktiharjo Kidul terbitan 28 April 2000 

seluas 200 m², hendak menjual tanah miliknya. Namun, saat 

                                                           
1234

 Nurfauziah, L., & Sugiharto, B. (2022). "Penyelesaian 
Sengketa Pertanahan Akibat sertipikat Ganda Melalui Mediasi 
di BPN." Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(1), 45–57. 

1235
 Aini, N. (2021). "Problematika Ketersediaan Lahan di Kota 
Semarang dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan." Jurnal 
Perencanaan Wilayah dan Kota, 16(2), 101–110. 
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verifikasi keabsahan sertipikat di Kantor Pertanahan Kota 

Semarang, ditemukan pula sertipikat Hak Milik Nomor 

09393/Muktiharjo Kidul terbitan 11 Juni 2019 atas nama 

Rubiasih seluas 193 m².  

Ditemukannya dua sertipikat atas bidang tanah yang 

sama tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

menghambat pengalihan hak atas tanah yang diinginkan 

Wiwik Lestari. Kantor Pertanahan kemudian memanggil 

kedua belah pihak untuk klarifikasi dan mediasi; Namun, 

masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara 

administratif dan akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Wiwik 

Lestari akhirnya mengajukan gugatan terhadap Kepala 

Kantor Pertanahan Kota Semarang, yang menerbitkan 

sertipikat tumpang tindih, dan Rubiasih, pemegang sertipikat 

yang disengketakan. Kasus ini menyoroti pentingnya 

ketekunan dan kehati-hatian dalam proses administrasi 

pertanahan di Indonesia.  

sertipikat yang tumpang tindih1236, seperti yang dialami 

Wiwik Lestari dan Rubiasih, tidak hanya mengakibatkan 

kerugian materiil tetapi juga menciptakan ketidakpastian 

hukum bagi para pihak yang beritikad baik. Sengketa ini juga 

menggarisbawahi peran penting Kantor Pertanahan dalam 

menjaga keakuratan dan transparansi data dalam penerbitan 

sertipikat, serta perlunya sistem validasi yang lebih ketat 

untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang. 

Sengketa atas sertipikat yang tumpang tindih sering 

berujung pada proses peradilan, yang pada akhirnya harus 

menentukan sertipikat mana yang sah dan memiliki 

kekuatan hukum tetap. 

 Sertipikat ganda yang menjadi sumber sengketa antara 

Wiwik Lestari dan Rubiasih di Kelurahan Muktiharjo Kidul, 

Kota Semarang, diterbitkan oleh Badan Pertanahan 

                                                           
1236

 Pambudi, A., Wicaksono, A., & Yuniarti, E. (2022). "Digitalisasi 
Pertanahan dalam Pencegahan sertipikat Tumpang Tindih di 
Indonesia." Jurnal Transformasi Hukum, 4(1), 20–30. 
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Nasional (BPN) Kota Semarang. Dalam perkara ini, BPN 

Semarang sebagai instansi yang berwenang menerbitkan 

sertipikat hak milik atas tanah, secara administratif telah 

menerbitkan dua sertipikat Hak Milik atas bidang tanah yang 

sama tetapi atas nama yang berbeda, yaitu sertipikat Hak 

Milik Nomor 692 atas nama Wiwik Lestari yang diterbitkan 

tahun 2000, dan sertipikat Hak Milik Nomor 09393 atas 

nama Rubiasih yang diterbitkan tahun 2019. Adanya dua 

sertipikat tersebut pada bidang tanah yang sama telah 

menimbulkan permasalahan hukum dan ketidakpastian 

mengenai kepemilikan tanah. Penerbitan sertipikat rangkap 

oleh BPN Semarang menjadi inti gugatan yang diajukan 

Wiwik Lestari ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Semarang. Dalam gugatannya, Wiwik Lestari mendalilkan 

bahwa perbuatan BPN Semarang sebagai pejabat tata 

usaha negara telah menimbulkan kerugian dan 

ketidakpastian hukum bagi dirinya sebagai pemilik sah atas 

tanah tersebut1237.  

Peristiwa tumpang tindih sertipikat hak milik antara Wiwik 

Lestari dan Rubiasih di Kecamatan Muktiharjo Kidul Kota 

Semarang yang melibatkan penerbitan sertipikat duplikat 

oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang 

telah memicu sengketa hukum yang panjang dan pelik. 

Setelah upaya penyelesaian administratif melalui klarifikasi 

dan mediasi di kantor BPN tidak membuahkan hasil, Wiwik 

Lestari akhirnya menempuh jalur hukum dengan menggugat 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Rubiasih di 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Dalam 

proses persidangan di PTUN, Wiwik Lestari menuntut 

pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 09393 atas nama 

                                                           
1237

 Rasyid, M. R., & Winanti, A. (2023). Perlindungan hukum 
terkait pemegang hak milik atas tanah dalam kepemilikan 
sertipikat ganda (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 
3061 K/Pdt/2022). Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan 
Kemasyarakatan, 17(4), 2271-2281. 
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Rubiasih yang dianggap telah diterbitkan di atas tanah yang 

telah bersertipikat atas namanya.  

Sengketa ini berlanjut hingga ke tingkat banding dan 

akhirnya mencapai upaya hukum kasasi di Mahkamah 

Agung. Upaya kasasi ini dilakukan karena para pihak belum 

memperoleh kepastian hukum yang final dan mengikat, 

sekaligus dalam rangka mencari keadilan atas hak 

kepemilikan tanah yang sah. Kasus ini menyoroti 

konsekuensi serius dari kelalaian dalam administrasi 

pertanahan, di mana penerbitan sertipikat duplikat oleh BPN 

tidak hanya menimbulkan kerugian material dan psikologis 

bagi pemilik tanah, tetapi juga memicu proses hukum yang 

melelahkan hingga ke tingkat Mahkamah Agung. 

Dampak tumpang tindih kepemilikan tanah sangat luas 

dan berimplikasi negatif terhadap berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Secara ekonomi, tumpang tindih ini 

mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang merasa 

dirugikan, karena ketidakpastian kepemilikan tanah 

menghambat investasi dan pembangunan properti. Hal ini 

dapat menghambat proyek pembangunan di bidang 

pertanian, perkebunan, industri, serta properti dan 

konstruksi, sehingga pemanfaatan lahan menjadi tidak 

efisien dan mengganggu perekonomian daerah. Selain itu, 

ketidakpastian hukum yang timbul akibat tumpang tindih 

kepemilikan tanah membuka peluang terjadinya praktik-

praktik ilegal seperti perampasan tanah dan pemalsuan 

dokumen, yang selanjutnya memperburuk kondisi ekonomi 

pemilik tanah yang sah. Dari segi sosial, tumpang tindih 

kepemilikan tanah mengganggu stabilitas masyarakat 

dengan memicu konflik horizontal antarkelompok, baik 

antara masyarakat setempat, kelompok masyarakat adat, 

maupun pihak-pihak yang berkepentingan secara 

ekonomi1238. Ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan 
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Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca 
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kecemasan dan ketidakpuasan yang dapat meningkat 

menjadi ketegangan sosial, konflik, bahkan kerusuhan.  

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, 

air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menempatkan 

negara sebagai pengelola sumber daya alam, bukan 

sebagai pemilik perseorangan, yang berkewajiban mengatur 

dan mengelola sumber daya tersebut untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara 

memberikan hak pengelolaan yang harus digunakan untuk 

mencapai kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan, 

yang menjadi landasan hukum utama bagi pengaturan 

agraria di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Nomor 

5 Tahun 1960 merupakan pelaksanaan konkret Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

UUPA mengatur fungsi sosial tanah dan asas keadilan 

dalam pemilikan tanah, dengan menegaskan bahwa tanah 

tidak boleh hanya dikuasai oleh perseorangan, tetapi harus 

dipergunakan untuk kepentingan sosial dan kemakmuran 

rakyat. Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga pemilikan tanah 

harus dapat dialihkan untuk kepentingan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tata cara 

perundang-undangan yang berlaku. UUPA berfungsi 

sebagai landasan hukum yang fundamental bagi pengaturan 

dan pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia, 

termasuk penyelenggaraan reforma agraria dan 

penyelesaian konflik agraria.  

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 mengatur 

lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah dan sistem 

                                                                                                                        
Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ius 
Constituendum, 7(1), 50-67. 
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publikasi tanah di Indonesia. Selain bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah 

melalui sistem pendaftaran, peraturan ini juga menimbulkan 

risiko seperti munculnya sertipikat ganda akibat sistem 

publikasi negatif yang dianut. Sistem ini memungkinkan 

orang lain mengetahui pendaftaran tanah1239, tetapi rentan 

terhadap perbedaan data dan konflik kepemilikan tanah jika 

tidak dikelola dengan baik. 

Berdasarkan keterangan diatas terdapat rumusan 

masalah yaitu: Apa penyebab terjadinya tumpang tindih 

kepemilikan tanah di Kelurahan Muktiharjo Kidul? 

Bagaimana mekanisme penyelesaian yang efektif dalam 

kasus tumpang tindih tersebut?  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Konseptual 

a. Pengertian Tanah Menurut UUPA 

Tanah dalam konteks hukum agraria Indonesia tidak 

hanya dipahami sebagai benda fisik, melainkan juga sebagai 

satu kesatuan hak dan hubungan hukum antara subjek 

hukum dengan bagian permukaan bumi tertentu. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA1240, ditegaskan bahwa: 

―Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam 

hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah.‖ Pengertian 

ini menunjukkan bahwa tanah merupakan objek hukum yang 

dikuasai oleh negara untuk diatur penggunaannya oleh 

individu atau badan hukum melalui pemberian hak-hak 

tertentu, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, dan sebagainya. 

                                                           
1239

 Irfan, M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Badan 
Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat 
Tumpang Tindih (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman 
Wahid Pekalongan). 

1240
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 
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Lebih lanjut, UUPA secara eksplisit membedakan antara 

penguasaan tanah dan kepemilikan tanah. Negara bukan 

sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai pihak yang 

memiliki hak menguasai untuk mengatur dan memberikan 

hak kepada pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 

(2) UUPA yang menguraikan bahwa hak menguasai dari 

negara memberi wewenang kepada negara untuk mengatur 

peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan 

bumi, air, dan ruang angkasa. Dengan demikian, konsep 

tanah dalam UUPA menekankan adanya keterkaitan erat 

antara tanah dan kepentingan sosial, bukan hanya sebagai 

objek ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan dan 

keadilan sosial. 

Dalam perspektif  hukum agraria nasional, tanah memiliki 

dimensi yuridis, sosial, dan ekonomis. Oleh karena itu, 

pengaturan mengenai hak atas tanah dalam UUPA selalu 

dikaitkan dengan fungsi sosial tanah, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 6 UUPA, bahwa semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya, dalam 

menggunakan atau memanfaatkan tanah, pemegang hak 

tidak boleh mengabaikan kepentingan umum atau 

masyarakat sekitar. Pengertian tanah menurut UUPA 

dengan demikian mencerminkan pendekatan yang 

menyeluruh dan khas Indonesia, yang menempatkan tanah 

tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai 

unsur kehidupan yang mengikat hak, kewajiban, serta 

tanggung jawab sosial pemiliknya. 

 

b. Asas-Asas Hukum Agraria 

1) Asas keadilan menekankan betapa pentingnya untuk 

membagi tanah secara adil dan merata sehingga setiap 

orang atau kelompok memiliki akses yang sama ke tanah 

tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam 

Pasal 6 UUPA  yang menetapkan bahwa semua hak atas 
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tanah mempunyai fungsi sosial, yang artinya tidak boleh 

memperhatikan kepentingan semata1241. 

2) Asas kepastian hukum memastikan bahwa hak atas 

tanah ada dan dicatat secara resmi, memberikan 

perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah dan 

menyediakan sistem yang efisien untuk menyelesaikan 

perselisihan tanah. Asas ini tertuang dalam Pasal 19 

UUPA yang mewajibkan adanya pendaftaran tanah untuk 

menjamin kepastian hukum. 

3) Asas fungsi sosial tanah menyatakan bahwa tanah tidak 

hanya dimiliki oleh orang-orang, tetapi juga memainkan 

peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan dan pembangunan 

berkelanjutan. Penjelasan Umum II angka 4 UUPA dan 

diimplementasikan lebih lanjut dalam kebijakan reforma 

agraria dan pengelolaan ruang wilayah. 

 

c. Definisi Tumpang Tindih dan Sertipikat Ganda 

Dalam hukum agraria, tumpang tindih merujuk pada 

keadaan di mana dua atau lebih pihak baik individu, 

kelompok, maupun entitas hukum memiliki klaim atau hak 

atas bidang tanah yang sama. Kondisi ini dapat terjadi 

karena kesalahan administratif, ketidaksesuaian data yuridis 

dan fisik, atau lemahnya sistem pengawasan dalam proses 

pendaftaran tanah. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan potensi sengketa agraria di masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Boedi Harsono1242  dalam Hukum 

Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, yang menyatakan 

bahwa tumpang tindih hak atas tanah merupakan salah satu 

                                                           
1241

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

1242
 Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah 
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan 
Pelaksanaannya. 



 

 
 

1607 Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1 

bentuk cacat administratif yang dapat merusak keabsahan 

sertipikat tanah dan memicu konflik pertanahan. 

Selain itu, menurut Maria S.W. Sumardjono1243 dalam 

Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 

tumpang tindih hak atas tanah sering kali muncul akibat tidak 

sinkronnya data pertanahan antar instansi, serta kurangnya 

validasi dalam penerbitan sertipikat, yang menyebabkan dua 

sertipikat dikeluarkan atas tanah yang sama. 

Kondisi ini sering menjadi sumber utama tumpang tindih 

karena dapat menimbulkan kebingungan tentang siapa yang 

sebenarnya memiliki hak atas tanah. Misalnya, jika 

seseorang memberi dua orang berbeda sertipikat hak milik 

atas tanah yang sama, mereka akan berselisih tentang 

kepemilikan yang sah dari tanah tersebut. 

 

Studi Literatur Relevan 

a. Putusan Mahkamah Agung  

1) Putusan MA No. 976K/Pdt/2015 

Putusan ini merupakan hasil kasasi dalam perkara 

perdata antara Liem Teddy (penggugat) melawan 

Departemen Pertahanan dan Keamanan/TNI AD Cq. Kodam 

III/Siliwangi (tergugat). Sengketa ini berkaitan dengan klaim 

kepemilikan atas sebidang tanah yang juga diklaim oleh 

pihak militer. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 

kasasi penggugat dan menyatakan bahwa tindakan tergugat 

merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini 

menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak 

kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar secara resmi. 

2) Putusan MA No. 290K/Pdt/2016 

Dalam perkara ini, Lisnawati menggugat Ivo La Bara dan 

pihak lainnya terkait kepemilikan atas sebidang tanah seluas 

2 hektar. Sengketa muncul karena adanya sertipikat ganda 

                                                           
1243

 Sumardjono, Maria S.W. (2001). Tanah dalam Perspektif Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya. Yogyakarta: Kompas Media 
Nusantara. 
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atas tanah yang sama. Mahkamah Agung dalam putusannya 

menegaskan bahwa apabila terdapat dua sertipikat hak atas 

tanah yang sama, maka sertipikat yang diterbitkan lebih 

dahulu memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Putusan ini 

memperkuat prinsip kepastian hukum dalam kepemilikan 

tanah dan menjadi yurisprudensi penting dalam 

penyelesaian sengketa pertanahan. 

b. Pandangan Ahli Hukum Agaria Tentang Reformasi 

Sistem Pendaftaran Tanah 

Reformasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia telah 

menjadi perhatian berbagai ahli hukum agraria dan 

kebijakan publik. Menurut Boedi Harsono1244, sistem 

pendaftaran tanah yang bersifat publik dan terbuka menjadi 

syarat utama dalam menciptakan kepastian hukum atas hak-

hak tanah. Ia menekankan bahwa sertipikat tanah harus 

menjadi bukti hak yang tidak hanya kuat, tetapi juga 

terlindungi dari cacat administratif melalui prosedur yang 

transparan dan tertib. 

Adapun Maria S.W. Sumardjono menggaris bawahi 

bahwa pendaftaran tanah bukan sekadar administrasi, tetapi 

merupakan sarana pengakuan negara terhadap hak 

perorangan atas tanah. Ia menyarankan agar reformasi tidak 

hanya menitikberatkan pada aspek legalisasi aset, namun 

juga pada pembenahan sistem kontrol terhadap penerbitan 

sertipikat, agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi 

hak1245. 

Selanjutnya menurut R. Soerodjo, sistem pendaftaran 

tanah di Indonesia perlu diarahkan ke sistem elektronik 

berbasis digital yang terintegrasi dengan data pertanahan 

                                                           
1244

 Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah 
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan 
Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. 

1245
 Sumardjono, Maria S.W. (2001). Tanah dalam Perspektif Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya. Yogyakarta: Kompas Media 
Nusantara. 
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nasional1246. Hal ini bertujuan untuk memperkecil risiko 

manipulasi data, serta mempermudah akses dan 

pengawasan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum 

 

c. Studi Kasus Tumpang Tindih Tanah di Wilayah 

Perkotaan 

Sebagai pusat pertumbuhan kota di Jawa Tengah, 

Semarang menghadapi banyak masalah penataan ruang 

dan pertanahan. Laporan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa sekitar 19% dari 

total 2,2 juta hektare lahan di Jawa Tengah belum 

bersertipikat. Kawasan ini terutama terletak di pinggiran dan 

lereng gunung, termasuk wilayah Kota Semarang.  Kondisi 

ini menunjukkan kemungkinan tumpang tindih kepemilikan 

dan penggunaan lahan, yang dapat menyebabkan konflik 

agraria dan menghambat pembangunan berkelanjutan1247. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota 

Semarang dan Kantor Pertanahan Kota Semarang memulai 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Program ini bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang 

tanah secara sistematis dan memberikan kepastian hukum 

kepada masyarakat1248. Namun, pelaksanaan PTSL di Kota 

Semarang masih menghadapi beberapa masalah, seperti 

koordinasi antar pemangku kependudukan dan sumber daya 

manusia yang terbatas. Perbaikan data pertanahan, 

pelatihan SDM, dan peningkatan kolaborasi antar lembaga 

terkait adalah solusi yang diperlukan untuk mengatasi 

                                                           
1246

 Soerodjo, R. (2013). Reformasi Sistem Pendaftaran Tanah di 
Indonesia. Malang: UMM Press. 

1247
 
https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=9590
&utm_source=chatgpt.com 

1248
 Nurkhoiri, M. A., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2024). 
Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) Di Kota Semarang. Journal of Public Policy 
and Management Review, 13(4), 683-697. 

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=9590&utm_source=chatgpt.com
https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=9590&utm_source=chatgpt.com
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masalah ini.  Oleh karena itu, tujuan Kota Lengkap dapat 

dicapai, yaitu pembangunan yang adil dan berkelanjutan 

yang didukung oleh tanah yang terdaftar dan bersertipikat. 

 

Kajian Teori 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum adalah salah satu asas penting dalam 

hukum agraria nasional. Menurut Gustav Radbruch, 

kepastian hukum adalah nilai dasar dalam sistem hukum 

yang memberikan jaminan bahwa hukum berlaku secara 

tetap dan dapat diandalkan1249. 

Dalam konteks pertanahan, kepastian hukum diwujudkan 

melalui: 

1) Pendaftaran tanah (Pasal 19 UUPA) 

2) Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 32 PP 

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) 

3) Penetapan batas-batas bidang tanah secara pasti 

dan jelas 

Tumpang tindih hak atas tanah menunjukkan lemahnya 

kepastian hukum dan dapat merugikan pihak yang beritikad 

baik. 

2. Teori Hak Menguasai oleh Negara 

Menurut Pasal 2 UUPA, negara sebagai pemegang hak 

menguasai atas bumi dan air bertugas mengatur 

peruntukan, penggunaan, serta menjamin kepastian dan 

perlindungan hukum kepada setiap warga negara. Negara 

melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan menyelesaikan konflik 

pertanahan, termasuk kasus tumpang tindih sertipikat. 

Tumpang tindih hak atas tanah mencerminkan kurang 

optimalnya fungsi negara dalam menyelenggarakan 

administrasi pertanahan secara tertib dan berkeadilan. 

 

                                                           
1249 Radbruch, Gustav. (1932). Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches 
Recht. Heidelberg: Springer. 
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METODE  

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis 

empiris yang menggabungkan penelitian yuridis (hukum) 

dengan data dan fakta dari pengalaman atau observasi di 

lapangan (empiris). Ketentuan hukum normatif yang relevan, 

termasuk teori, peraturan, dan konsep hukum yang relevan, 

dikaji dalam pendekatan yuridis. Di sisi lain, pendekatan 

empiris mengacu pada pengumpulan data primer secara 

langsung dari subjek penelitian. 

b. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini 

adalah pendekatan statuter menganilisi peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan permasalah 

hukum. Pendekatan ini berfokus pada kajiam norma-norma 

hukum yang tertulis dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 dan PP 

No. 18 Tahun 2021 sebagai sumber primer yang menjadi 

dasar penyelesaian masalah penelitian. 

 

1) Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Dalam penulisan penelitian studi kasus yang diajukan 

penulis. Wiwik lestari (pemohon) berencana menjual tanah 

miliknya yang bersertipikat, sebelum proses jual beli tanah 

pemohon melakukan pengecekan keabsahan pada kantor 

pertanahan Kota Semarang. Dari hasil pengecekan tersebut 

diketahui bahwa prosen peralihan hak tidak dapat 

dilanjutkan karena adanya tumpang tindih sertipikat dengan 

tanah atas nama Rubiasih (Termohon). Kemudian pemohon 

mengirim surat pada BPN untuk dilakukannya mediasi. 

Kanotr pertanahan kota semarang menyatakan bahwa tanah 

pemohon mengalami tumpang tindih, sehingga menempuh 

upaya hukum dalam menyelesaikan kasus antar pemohon 

dan termohon. 

2) Pendekatan Komparatif  

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif 

dengan membandingkan teori hukum yang ditemukan dalam 
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literatur dan peraturan perundang-undangan dengan praktik 

nyata dalam kepemilikan tanah yang mengalami tumpang 

tindih di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kota Semarang. Studi 

ini melihat bagaimana norma hukum yang belaku secara 

yuridis dan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik 

masyarakat dan aparat yang relevan.  Penelitian dapat 

menemukan hambatan, kelemahan, atau ketidaksesuaian 

dalam penerapan hukum di lapangan dengan 

membandingkan teori dan praktik. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Mengkaji berbagai literatur dan sumber tulisan yang 

relevan (buku,artike,jurnal) serta analisis dokumen hukum 

seperti setipikat dan putusan pengadilan dilakukan dengan 

meneiliti data dan informasi yang berisifat legal dan formal. 

Wawancara yang dilakukan dengan petugas BPN dan pihak 

terkait lainnya. Menggali pengalaman, pandangan, dan 

pengetahuan dari narasumber. 

d. Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif dan analisis kritis terhadap dokumen 

dan data lapangan digunakan dalam penelitian ini untuk 

memberikan gambaran umum tentang proses penerbitan 

sertipikat tanah, termasuk langkah-langkah yang diambil, 

waktu yang dibutuhkan, dan pihak-pihak yang terlibat.  Untuk 

mengidentifikasi pola dan tren saat ini, data dari dokumen 

resmi dan observasi lapangan, seperti yang diatur dalam 

UUPA No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 18 Tahun 2021. 

Penulisan ini menentukan pelanggaran atau ketidaksesuaian 

dengan membandingkan praktik lapangan dengan standar 

hukum 

 

PEMBAHASAN 

Penyebab Terjadinya Tumpang Tindih Di Kelurahan 

Muktiharjo Kota Semarang 

Data mengenai sengketa kepemilikan tanah di Kota 

Semarang menunjukkan adanya permasalahan yang cukup 

kompleks dan berkelanjutan. Jumlah kasus yang mencapai 
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lebih dari seribu dalam beberapa tahun terakhir 

mengindikasikan bahwa konflik tanah masih menjadi isu 

signifikan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah 

dan lembaga terkait. Meskipun Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Kota Semarang berhasil menyelesaikan sekitar 62% 

kasus, angka ini juga menunjukkan bahwa hampir 40% 

kasus masih belum terselesaikan, yang berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial. Selain itu, 

perbedaan data antara Kabupaten Semarang dan Kota 

Semarang1250 perlu diperjelas agar tidak menimbulkan 

kebingungan dalam analisis dan pengambilan kebijakan. 

Penyelesaian sengketa yang sebagian besar melalui 

mediasi dan proses hukum juga menandakan perlunya 

peningkatan sistem pencegahan konflik sejak awal, misalnya 

melalui penguatan administrasi pertanahan dan sosialisasi 

hak kepemilikan tanah kepada masyarakat. Secara 

keseluruhan, data ini menggarisbawahi pentingnya 

pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak untuk 

mengurangi sengketa tanah dan mempercepat 

penyelesaiannya demi menciptakan kepastian hukum dan 

stabilitas sosial di Kota Semarang. 

Kelurahan Muktiharjo Kidul terletak di Kecamatan 

Pedurungan, Kota Semarang, dengan luas wilayah sekitar 

2,04 km² dan berada pada ketinggian 4–7 meter di atas 

permukaan laut. Secara geografis, wilayah ini merupakan 

dataran rendah dengan kepadatan penduduk yang cukup 

tinggi. Karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya 

didominasi oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah, 

mayoritas hanya mencapai jenjang sekolah menengah 

pertama (SMP), serta angka pengangguran yang tinggi 

akibat keterbatasan keterampilan kerja. Ekonomi lokal 

banyak ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah 

                                                           
1250

 Sukarno, R. T., & Boediningsih, W. (2021). Penyelesaian 
Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di 
PTUN Semarang). Journal Transformation of Mandalika, e-
ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 2(11), 407-412. 
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(UMKM), meskipun pelaku usaha di wilayah ini masih 

menghadapi kendala dalam hal pemasaran digital. Dari sisi 

pertanahan, Muktiharjo Kidul memiliki riwayat penguasaan 

tanah yang kompleks, termasuk keberadaan sertipikat tanah 

warisan kolonial seperti Eigendom Verponding Nomor 4935 

Tahun 1938 yang masih dimiliki oleh warga.  

Masalah mulai muncul ketika Pemerintah Kota Semarang 

pada tahun 2007 menerbitkan sertipikat hak pakai modern 

yang mengklaim wilayah yang sama, sehingga menimbulkan 

potensi tumpang tindih kepemilikan. Hal ini mencerminkan 

lemahnya sinkronisasi antara data historis dan sistem 

administrasi pertanahan modern. Menurut teori hukum 

agraria, terutama dalam kerangka UUPA, khususnya Pasal 

19 tentang pendaftaran tanah, negara wajib menjamin 

kepastian hukum atas hak-hak tanah melalui sistem 

pendaftaran yang akurat dan transparan. Sementara itu, 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 menegaskan 

perlunya verifikasi data fisik dan yuridis dalam hal terjadi 

tumpang tindih kepemilikan1251. Oleh karena itu, kasus 

tumpang tindih yang terjadi di Kelurahan Muktiharjo Kidul 

menunjukkan pentingnya pembenahan administrasi 

pertanahan dan integrasi data historis untuk menjamin 

kepastian hukum1252, menghindari sengketa, serta 

memberikan perlindungan atas hak kepemilikan masyarakat 

secara adil dan berkelanjutan. 

Di Kelurahan Muktiharjo Kidul, ada kasus tumpang tindih 

sertipikat hak milik (SHM) atas tanah yang sama. Sertipikat 

pertama, Nomor 692/Muktiharjo Kidul atas nama Wiwik 

Lestari, diterbitkan pada tanggal 28 April 2000 dengan luas 

                                                           
1251

 Endayani, Riskiana. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian 
Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Sertipikat Tanah di 
Kota Semarang (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan ATR/BPN 
Kota Semarang). Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung 
Semarang 

1252
 Masrul. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang 
Tumpang Tindih. Jurnal Mimbar Justitia, 6(2). 
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200 m2. Sertipikat kedua, Nomor 09393/Muktiharjo Kidul 

atas nama Rubiasih, diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2019 

dengan luas 193 m2.  Ketika Wiwik Lestari memutuskan 

untuk menjual tanah yang dimilikinya, sertipikat yang dia 

miliki tumpang tindih dengan SHM milik Rubiasih. Setelah 

klarifikasi kantor pertanahan gagal mencapai 

kesepakatan1253, Wiwik mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada 9 November 

2023. Dalam keputusan Nomor 83/G/2023/PTUN.SMG, 

majelis hakim memutuskan bahwa SHM Nomor 09393 atas 

nama Rubiasih tidak sah atau batal dan memerintahkan 

kantor pertanahan untuk mencabut sertipikat. 

Secara hukum, kasus ini mencerminkan prinsip legal 

certainty dalam teori hukum agraria yang menekankan 

perlindungan hukum atas hak atas tanah yang telah terdaftar 

lebih dahulu. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA), pemerintah wajib menjamin kepastian 

hukum melalui sistem pendaftaran tanah yang lengkap dan 

sistematis. Dalam konteks ini, sertipikat yang lebih dahulu 

terbit dan tidak pernah digugat selama lima tahun seperti 

diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki 

kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Tumpang tindih ini 

menimbulkan dampak sosial dan ekonomi signifikan bagi 

Wiwik Lestari, yang kehilangan kesempatan menjual 

tanahnya dan menghadapi ketidakpastian hukum atas hak 

miliknya. Kasus ini juga mencerminkan lemahnya 

pengawasan administrasi pertanahan serta perlunya 

reformasi dalam sistem verifikasi dan pemetaan bidang 

tanah untuk mencegah konflik serupa di masa depan. 

                                                           
1253

 Dinasti, D. (2023). Juridical Study of Problematic Overlapping 
Land Ownership Status. Dinasti International Journal of Law 
and Politics, 2(2). 
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Tumpang tindih sertipikat tanah di Kelurahan Muktiharjo 

Kidul, Kota Semarang, menunjukkan masalah penting dalam 

sistem pertanahan Indonesia, terutama di bidang 

administrasi, teknis, dan pemahaman masyarakat.1254Secara 

administratif, beberapa titik lemah dapat diidentifikasi 

sebagai penyebab utama tumpang tindih yang tumpang 

tindih ini: 

1. Sistem pengarsipan BPN belum sepenuhnya digital, 

sehingga mereka bergantung pada dokumen fisik yang 

rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan, atau 

kerusakan. akibatnya, sebelum penerbitan sertipikat baru, 

data sejarah tanah, termasuk kepemilikan kolonial seperti 

sertipikat (seperti Eigendom Verponding 4935) belum 

dimiliki secara menyeluruh.  Hal ini bertentangan dengan 

Pasal 19 UUPA dan Pasal 108 PP No. 18 Tahun 2021, 

yang keduanya menetapkan bahwa verifikasi menyeluruh 

atas data yuridis dan fisik sebelum sertifikat sertifikat 

diperlukan. 

2. Kurangnya Integrasi Sistem Informasi pertanahan: tidak 

adanya basis data tunggal yang terintegrasi antarlembaga 

menyebabkan duplikasi hak atas tanah dan disinformasi. 

Padahal, dengan kemajuan teknologi informasi, sistem 

seperti GeoKKP atau Touch My Land harus diterapkan 

secara menyeluruh untuk mencegah tumpang tindih1255. 

3. Pengawasan Internal yang Lemah: pengawasan pejabat 

pertanahan lebih fokus pada formalitas administratif 

daripada meneliti kemungkinan konflik. Sesuai dengan 

Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, yang 

                                                           
1254

 Fadillah, & Fatimah, S. (2024). Legal Protection for Land 
Rights Owners on Cancellation of Overlapping Certificates. 
Jurnal Al-Adalah, 17(1). 

1255
 Lestari, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Akta Perjanjian 
Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam 
Menyelesaikan Sengketa Tanah Yang Tumpang Tindih (Studi 
kasus pada kantor Notaris di Kabupaten Pati) (Doctoral 
dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). 
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menetapkan masa lima tahun untuk gugatan pihak lain, 

surat keterangan milik Wiwik Lestari telah terbit selama 

hampir dua puluh tahun dan belum digugat . 

4. Selain itu, berkurangnya pengetahuan hukum masyarakat 

merupakan faktor tambahan. banyak orang tidak 

menyadari pentingnya memeriksa status tanah sebelum 

membeli atau mengurus sertipikat, yang memungkinkan 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan 

celah administratif. 

5. Aspek Teknis Pengukuran yang Tidak Akurat: kesalahan 

dalam pemetaan bidang tanah yang berdekatan dapat 

terjadi karena ketidaksesuaian antara ukuran lapangan 

dan data surat ukur. Hal ini dapat menyebabkan tumpang 

tindih secara fisik.  Ini menunjukkan betapa pentingnya 

penggunaan alat ukur kontemporer seperti GPS geodetik 

dan keterlibatan petugas pengukuran yang 

berpengalaman. 

Tidak adanya keakuratan dalam verifikasi lokasi dan 

validasi dokumen menyebabkan dua sertipikat dikeluarkan 

untuk bidang tanah yang sama, seperti yang terjadi pada 

Wiwik Lestari dan Rubiasih. Faktor tambahan adalah 

masyarakat tidak memahami alur pendaftaran tanah. Banyak 

warga tidak menyadari pentingnya pendaftaran tanah secara 

sistematis dan sah, sehingga mereka tidak memiliki bukti 

hukum yang kuat ketika muncul konflik.  Negara 

bertanggung jawab untuk memastikan keamanan hukum 

melalui pendaftaran tanah yang akurat dan lengkap, menurut 

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 

Tahun 1960.  Hal ini ditegaskan kembali oleh PP No. 18 

Tahun 2021, yang menetapkan bahwa jika terjadi tumpang 

tindih bidang tanah, kantor pertanahan harus melakukan 

verifikasi data yuridis dan fisik yang menyeluruh 

Dalam kasus tumpang tindih sertipikat tanah antara Wiwik 

Lestari dan Rubiasih, penerapan Teori Kepastian Hukum 

Gustav Radbruch bertujuan untuk menjamin bahwa setiap 

hak atas tanah yang telah terdaftar secara sah harus 
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mendapatkan perlindungan hukum dari negara, sehingga 

tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan 

pemilik awal. Teori ini menekankan bahwa hukum yang baik 

harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan 

kemanfaatan secara bersamaan. Selanjutnya, Teori Hukum 

Agraria Nasional menegaskan bahwa tanah bukan sekadar 

objek ekonomi, tetapi merupakan sarana pemerataan 

keadilan sosial yang pengelolaannya harus menjunjung 

tinggi asas kejelasan, fungsi sosial, dan kepemilikan yang 

sah.  

Keadilan sosial sebagian besar hanya dapat diusahakan 

oleh negara karena kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

diambil negara mempunyai dampak paling besar terhadap 

perkembangan struktur-struktur yang relevan bagi proses-

proses politik, ekonomis, sosial, budaya dan ideologis. 
1256Oleh karena itu, negara melalui sistem pendaftaran tanah 

yang diatur dalam Pasal 19 UUPA dan PP No. 18 Tahun 

2021, berkewajiban membangun sistem pertanahan yang 

terstruktur dan transparan. Penerapan teori-teori ini dalam 

kasus Muktiharjo Kidul bertujuan untuk menekankan 

pentingnya pembenahan administrasi pertanahan, 

penjaminan hak kepemilikan secara legal dan adil, serta 

mendorong reformasi menyeluruh dalam sistem hukum 

agraria guna mencegah terulangnya konflik pertanahan di 

masa depan. 

 

Mekanisme Penyelesaian Dalam Kasus Tumpang Tindih 

Di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kota Semarang 

Untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa tumpang 

tindih sertipikat tanah, seperti yang terjadi pada kasus Wiwik 

Lestari dan Rubiasih di Kelurahan Muktiharjo Kidul, 

                                                           
1256 Ramli, Asmarani. 2012. ―Telaah Atas Reforma Agraria Untuk 

Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Tataran Teori Kebenaran.‖ 

Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa 20(1):50.
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diperlukan pendekatan yang komprehensif dan 

berkelanjutan.  Digitalisasi sistem informasi pertanahan 

melalui penggunaan sistem elektronik berbasis geospasial 

(seperti Sentuh Tanahku, GeoKKP, atau SIKAT milik BPN) 

adalah salah satu pendekatan utama1257. Tujuan digitalisasi 

ini adalah untuk menghindari tumpang tindih data yuridis dan 

fisik yang berasal dari berbagai sumber. Teknologi ini 

memungkinkan aparat pertanahan dan masyarakat untuk 

melacak kepemilikan tanah secara real time, meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas layanan pertanahan.  Dalam 

kasus ini, tumpang tindih SHM No. 692  Tahun 2000 dan 

SHM No. 09393 Tahun 2019 tidak akan terjadi jika sistem 

informasi pertanahan telah didigitalisasi sepenuhnya. 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di 

BPN juga sangat penting.  Proses sertifikasi tanah 

membutuhkan pengukuran dan penilaian dokumen yuridis 

yang sangat akurat1258.  Oleh karena itu, tenaga pertanahan 

harus dilatih secara teratur tentang peraturan terbaru, 

penggunaan perangkat digital (seperti GPS Geodetik), dan 

prinsip kehati-hatian administratif.  Hal ini sesuai dengan 

amanat Pasal 19 UUPA, yang menetapkan bahwa negara 

harus memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah 

melalui penerapan sistem pendaftaran yang teratur dan 

menyeluruh.  Di samping itu, Pasal 108 PP No. 18 Tahun 

2021 secara tegas menetapkan bahwa kantor pertanahan 

harus melakukan verifikasi data yuridis dan fisik jika 

ditemukan bukti tumpang tindih. 

Selain itu, diperlukan penguatan mediasi non-litigasi dan 

penyelesaian konflik alternatif (ADR).  Dalam konteks hukum 

agraria, Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah metode 

                                                           
1257

 Putra, N. D. (2024). Penyelesaian Konflik sertipikat Hak Milik 
yang Tumpang Tindih melalui Mediasi. Perkara: Jurnal Ilmu 
Hukum dan Politik, 2(1). 

1258
 Suprapti, T. (2022). Langkah Hukum terhadap Sengketa 
Tumpang Tindih (Overlapping) atas Hak sertipikat Tanah. 
Judiciary: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1). 
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penyelesaian konflik yang berlandaskan musyawarah 

mufakat, yang cocok dengan masyarakat agraris di 

Indonesia.  Menurut Frank E.A. Sander, teori ADR 

menekankan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan 

secara fleksibel, efektif, dan terlibat1259. Meskipun Kantor 

Pertanahan Kota Semarang telah melakukan beberapa 

upaya klarifikasi dan mediasi dalam kasus ini, tidak ada 

kesepakatan yang dicapai karena ketidakpercayaan dan 

pemahaman hukum dari kedua belah pihak.  Padahal, 

kemungkinan penyelesaian damai yang lebih besar akan 

tersedia jika dilakukan sejak awal, difasilitasi oleh pihak 

ketiga yang netral, dan dilengkapi dengan pemetaan 

partisipatif juga dikenal sebagai pemetaan partisipatif. 

Dalam konteks kasus tumpang tindih sertipikat tanah 

antara Wiwik Lestari dan Rubiasih di Kelurahan Muktiharjo 

Kidul, ketiga teori hukum yakni Teori Kepastian Hukum dari 

Gustav Radbruch, Teori Administrasi Pertanahan dari Maria 

S.W. Sumardjono, dan Teori Alternative Dispute Resolution 

(ADR) dari Frank E.A. Sander saling melengkapi untuk 

memberikan kerangka solusi yang menyeluruh.  

Teori kepastian hukum bertujuan menjamin perlindungan 

hak atas tanah melalui sistem hukum yang stabil, jelas, dan 

dapat diandalkan, sehingga hak yang telah terdaftar tidak 

bisa dikesampingkan secara semena-mena. Sementara itu, 

teori administrasi pertanahan menekankan pentingnya 

sistem pendaftaran dan pengelolaan data tanah yang 

terintegrasi dan akurat agar tidak terjadi kekeliruan seperti 

penerbitan sertipikat ganda akibat tumpang tindih informasi 

fisik dan yuridis. Di sisi lain, teori ADR berperan dalam 

menyediakan jalur penyelesaian konflik yang lebih efisien, 

murah, dan damai melalui mediasi dan musyawarah, 
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 Raharjo, A., Sari, D., & Hapsari, N. (2023). The Issuance of an 
Overlapping Certificate of Land Rights in Indonesia. Journal of 
Public Administration, Finance and Law, Issue 23. 
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sehingga masyarakat tidak selalu harus menempuh jalur 

litigasi yang memakan waktu dan biaya. 

 Oleh karena itu, perbaikan sistem pertanahan tidak 

hanya membutuhkan transformasi regulasi dan teknologi, 

tetapi juga perubahan paradigma birokrasi dan peningkatan 

literasi hukum masyarakat. Dengan mengintegrasikan 

pendekatan hukum, teknis, dan sosial, diharapkan konflik 

pertanahan seperti tumpang tindih sertifikat tidak lagi 

menjadi permasalahan berulang di masa depan. 

 

SIMPULAN  

Tumpang tindih kepemilikan tanah di Muktiharjo Kidul 

sebenarnya disebabkan oleh kesalahan administratif dan 

kekurangan pengawasan internal di BPN, yang 

menyebabkan dua sertipikat atas tanah yang sama.  Kondisi 

ini menunjukkan bahwa sistem verifikasi dan pengawasan 

internal BPN masih kurang dalam menjamin kepastian 

hukum hak kepemilikan tanah.  Meskipun memungkinkan 

orang untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa 

melalui jalur pengadilan tidak selalu dapat memberikan 

keadilan yang sebenarnya. Putusan pengadilan seringkali 

tidak sepenuhnya berpihak pada rasa keadilan masyarakat 

karena proses peradilan yang panjang, biaya yang tinggi, 

dan keterbatasan dalam mengungkap akar masalah 

administratif.  Oleh karena itu, agar hak masyarakat atas 

tanah dapat dilindungi dengan adil dan pasti, diperlukan 

pembenahan menyeluruh baik dari segi administrasi 

pertanahan maupun proses penyelesaian sengketa. 
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